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PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakangMasalah

Pajakmerupakanpungutannegarayangtidakmemberikanbalas

jasa secara langsung,sifatnya mengikatdan dapatdipaksakan,yang

digunakan untukkemakmuran rakyat(Wulandaridkk,2018:94).Pajak

memilikiduafungsiutama,yaitufungsibudgetairyangdigunakanuntuk

membiayaiseluruhpengeluaranrutinmaupunpembangunannegaradan

fungsiregulerenyangdigunakanuntukmengaturkebijakanpemerintah

dalam bidangsosialdanekonomi(Wulandari,2018:94).MenurutSuyanto

dkk (2016:9) pajak memilikiperanan yang sangat penting dalam

perekonomianIndonesiakarenapajakmerupakansumberutamabagi

Negara Indonesia untukmendanaiAnggaran Pendapatan dan Belanja

Negara(APBN).

Sehingga dapatdilihatpada realisasipenerimaan Negara dari

sectorpajaksangatdominandalam APBNdaritahun2009sampaidengan

RAPBN tahun 2018.DirektoratJenderalPajak (Dirjen Pajak)sebagai

lembagayangresmidisectorpajak,yangkerjadanfungsinyadibawah

naungan Departemen Keuangan yang mempunyai tugas untuk

menampungdanmengembanpenerimaanpajakdariseluruhrakyatatau

seluruhwargaNegara.

PajakRestoranmerupakanpajakataspelayananyangdisediakan

olehrestoran.Mulaitahun2011setelahdikeluarkannyaPerdaNomor3
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tahun 2011 diPadang sistem pemungutan PajakRestoran tidaklagi

menganutOfficialAssesmenttetapiberubahmenjadiSelfAssesment.

Sistem inidiberlakukanuntukmemberikankepercayaanbagimasyarakat

guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam

menyetorkan pajaknya.Konsekuensidarisistem iniadalah bahwa

masyarakat/Wajib Pajak harus benar-benar mengetahui tata cara

perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan

pelunasanpajaknya,sepertikapanharusmembayarpajak,bagaimana

menghitungbesarpajak,perhitungan,atausanksiapayangakanditerima

bilamelanggarketetapanpajak.Selfassessmentinidiharapkandapat

meningkatkan kemauan membayar pajak, yang ditandai dengan

pelaksanaankewajibanperpajakannyaolehwajibpajaksecarasukarela

dansesuaidenganketentuanUndang-UndangdanPeraturanPerpajakan

yangberlaku.

Menurutmasalah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)kota

PadangmencatatrealisasiPendapatanAsliDaerah(PAD)kotaituhingga

25November2019barumencapaiRp480,16miliaratau59,41persendari

totaltargetpadatahuninisebesarRp808,7miliar."DaritargetRp807,7

miliartersebutterdiriataspajakdaerahRp565,43miliar,retribusidaerah

Rp95,88 miliar,hasilpengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Rp11,55miliardanPADlainnyayangsahRp135,41miliar,"kataKepala

Bapenda Kota Padang AlfiadidiPadang,Rabu.Ia mengungkapkan

sejumlahkendalayangmenyebabkanmasihrendahnyarealisasiPADKota
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Padang mulaidariterjadinya kenaikan target sebesar 41 persen

dibandingkan2018yanghanyaRp603,72miliar."Kenaikantersebutmulai

daripajakdaerahsebesar41persen,retribusidaerah33persen,lainPAD

yangsah21persen,"ujarnya.Alfiadimerinciuntukpajakdaerahrealisasi

Rp35,71miliaratau87,05persendaritargetRp41miliar,pajakrestoran

Rp45,82miliaratau89,85persendaritargetRp51miliar.Kemudianpajak

hiburanRp9,07miliaratau75,54persendaritargetRp12miliar,pajak

reklameRp7,67miliaratau51,11persendaritargetRp15miliar,pajak

peneranganjalanRp100,57miliaratau79,82persendaritargetRp126

miliar.

BerikutnyapajakparkirRp2,53miliaratau84,44persendaritarget

Rp3miliar,pajakairtanahRp675miliaratau22,51persendaritargetRp3

miliar,pajaksarangburungwaletRp7,5jutaatau75persendaritarget

Rp10juta.Selanjutnyapajakmineralbukanlogam danbatuanRp31,85

miliaratau66,01persendaritargetRp48miliar,BeaPerolehanHakatas

Tanah dan Bangunan Rp50,96 miliaratau 30,62 persen daritarget

Rp166,42 miliardan PajakBumiBangunan Rp57,69 miliaratau 57,69

persendaritargetRp100miliar.UntukmengejarrealisasipenerimaanPAD

pemerintahkotaPadangmelibatkanseluruhorganisasiperangkatdaerah

yangtidakikutmengelolaPAD untukikutsertamerumuskanlangkah-

langkahsertamerealisasikannyayangdievaluasilangsungolehWakilWali

KotaPadang(https://sumbar.antaranews.com/)

PajakdaerahmenurutUndang-UndangNo.28Tahun2009adalah
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kontribusiwajibkepadadaerahyangterutangolehorangpribadiatau

badanyangbersifatmemaksaberdasarkanUndang-Undang,dengantidak

mendapatkanimbalansecaralangsungdandigunakan untukkeperluan

daerahbagisebesar-besarnyakemakmuranrakyat.Terdapatjenispajak

daerahuntukkabupaten/kotadiantaranyapajakrestorandandiPadang

merupakan salah satu kota yang menerapkan pajak atas restoran.

Penerapanpajakatasrestoraninidituangkandalam PeraturanDaerah

KotaPadangNomor3Tahun2011.

Penelitian Rizky dan Muhammad (2016)menyebutkan bahwa

sosialisasi perpajakan adalah suatu program/kegiatan yang

diimplementasikan oleh direktoratJendralPajak untuk meningkatkan

pemahamandanpengetahuanmasyarakatmengenaipajaksertauntuk

menunjang pelaksanaan pelayanan perpajakan.Sosialisasiperpajakan

membantumeningkatkanpersepsiparapelakuusahatentangpentingnya

membayarpajak.Kurangnya sosialisasiberdampak pada rendahnya

pengetahuan masyarakattentang pajak yang akhirnya menyebabkan

rendahnya kesadaran masyarakatuntuk melaporakan dan membayar

pajak.Selainmeningkatkankepatuhanperpajakan,sosialisasiperpajakan

juga mempengaruhi pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan merupakan dampak yang disebabkan dari

sosialisasiperpajakan dan juga berpotensimeningkatkan kepatuhan

perpajakan.(PutridanNurhasanah,2019).

Tarifpajakadalahsuatupenetapanataupersentaseberdasarkan
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undang-undang yang dapat digunakan untuk menghitung dan/atau

menentukanjumlahpajakyangharusdibayar,disetordan/ataudipungut

oleh wajib pajak.Pada umumnya tarifpajak diIndonesia ditentukan

berdasarkanpersentase(%),tapiadajugatarifpajakyanghanyaberupa

nominalsaja(Tawasetal.,2016).Adabeberapajenistarifpajakyang

digunakannegarasebagaiacuanuntukmenghitungtarifpajak.

Tarifpajakadalahketentuanpersentase(%)ataujumlah(rupiah)

pajakyangharusdibayarolehwajibpajaksesuaidengandasarpajakatau

objek pajak (Sudirman dan Amirudin,2017:9).Sedangkan menurut

(Waluyo,2017:17)tarifpajakadalahtarifuntukmenghitung besarnya

pajakterutang.PresidenJokoWidodomengeluarkankebijalanmengenai

tarifbaruPajakPenghasilan(PPh)Finalbagiusaha,mikro,kecildan

menengah(UMKM)dariyangtarif1persenmenjadi0,5persenatasomzet

maksimalRp.4,8miliarpertahun.Kebijakaninitertuangdalam Peraturan

Pemerintah(PP)nomor23tahun2018tentangPajakPenghasilan(PPh)

ataspenghasilandariusahayangditerimaataudiperolehwajibpajakyang

memilikiperedaranbrutotertentu.AturaninisebagaipenggantiatasPP

Nomor46Tahun2013.KetentuantersebutmengaturpengenaanPajak

Penghasilan Final(PPh Final)bagiwajib pajakyang peredaran bruto

(omzet)sampaidenganRp.4,8miliardalam satutahun,yangmerupakan

perubahanatasketentuanpengenaanPPhFinalsebelumnya(PPNo46

Tahun2013).(Laely,2020).

Sanksiadalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan
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kepadaorangyangmelanggarperaturan.PeraturanatauUndang-undang

merupakan rambu-rambu bagiseseorang untuk melakukan sesuatu

mengenaiapa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak

dilakukan.SupayaperaturandanUndang-undangtidakdilanggarmaka

diperlukan suatu sanksi. Sanksipajak merupakan jaminan bahwa

ketentuanperaturanperundang-undanganperpajakan(normaperpajakan)

akan dituruti,ditaati,dipatuhi,dengan kata lain sanksiperpajakan

merupakan alatpencegah agarwajib pajak tidak melanggarnorma

perpajakan(Arum,2016).Sanksiperpajakandikenalduamacam dalam

undang-undang perpajakan yang dikutip oleh Rohmawati& Rasmini

(2016),yaituSanksiAdministrasidanSanksiPidana.Ancamanterhadap

pelanggaransuatunormaperpajakanadayangdiancam dengansanksi

administrasisaja,adayangdiancam dengansanksipidanasaja,danada

pula yang diancam dengan sanksiadministrasidan sanksipidana

Muhamadetal.,2019).

SosialisasipajakadalahupayayangdilakukanolehDirjenPajak

untukmemberikansebuahpengetahuanataumotivasikepadamasyarakat

dankhususnyaWajibPajakagarmengetahuitentangsegalahalmengenai

perpajakanbaikperaturanmaupuntatacaraperpajakanmelaluimetode–

metodeyangtepat.MenurutTheoryofPlannedBehavior(TPB),Normatif

Beliefmerupakan keyakinan terhadap perilaku orang lain yang dapat

memberikanmotivasidalam memenuhisetiapharapanyangdimilikiyang

berartikegiatansosialisasiataupenyuluhanperpajakandilakukandengan
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maksudmemberikanpemahamanyangmenjadimotivasikepadawajib

pajakuntukmenimbulkandoronganuntukkesadaranmembayarpajak

agarmendapatkanmanfaatpajaksesuaidenganyangdiharapkanoleh

wajib pajak,contohnya untuk pembangunan fasilitas umum.Bentuk

sosialisasipajakbisadenganpenyuluhan.Kegiatanpenyuluhanberperan

penting dalam upaya memasyarakatkan pajak sebagaiberkehidupan

berbangsadanbernegara.Menurutadiyati(2019)sosialisasiperpajakan

merupakan kegiatan penyuluhan untuk memberikan pengertian dan

informasikepadawajibpajakmengenaisegalasesuatuyangberhubungan

dengan peraturan dan perundang – undangan perpajakan.Sosialisasi

dilakukanagarwajibpajakmendapatinformasitentangperpajakandan

kebijakanpemerintah.(Setiyawanetal.,2020).

Konsepkemauanmembayarpajak(willingnesstopaytax)diartikan

suatu nilaiyang reladikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan

denganperaturan)digunakanuntukmembiayaipengeluaranumum negara

dengan tidakmendapatjasatimbal(Kontraprestasi)secaralangsung.

Konsepinidikembangkanmelaluiduasubkonsepyaitu,konsepkemauan

membayardankonseppajak.Pertama,konsepkemauanuntukmembayar,

kemauanmembayarmerupakansuatunilaidimanaseseorangrelauntuk

membayar,mengorbankanataumenukarkansesuatuuntukmemperoleh

barang atau jasa (Widaningrum,2017).Kedua,konsep pajak adalah

prestasiyang dipaksakan sepihak oleh negara dan terutama pada

pengusahatanpaadanyakontraprestasidansemata-matadigunakan
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untukmenutuppengeluaran-pengeluaranumum (Setiyawanetal.,2020).

MenurutHardiningsih,PancawatidanNila(2018:5)”Pemahaman

Peraturan pemerintah adalah cara wajib pajak dalam memahami

peraturanperpajakanyang telahada”.Masyarakatyangmengertidan

memahamisebuah peraturan maka akan melaksanakan peraturan

tersebutselamatidakbersifatmerugikan.PeraturanPemerintahNomor

23 Tahun 2018 bertujuan untuk mempermudah pemahaman dalam

pemenuhan kewajiban perpajakan.Pelaksanaan disiniberartidengan

diterapkannyatarif0,5% dariomzetatauperedaranusahamerupakan

wujud ketetapan yang bersifat meringankan dalam membayarkan

kewajibannyakarenatarifpajaktersebutturun dari1% menjadi0,5%.

(PangestidanYushita,2019).

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan diatas,maka

penulistertarikuntuk melakukan penelitian dengan mengambiljudul

“PengaruhSosialisasiPerpajakan,TarifPajakdanSanksiPajakTerhadap

KemauanMembayarPajakDenganPemahamanWajibPajakSebagai

Variabel Kontrol(StudiKasusPada Wajib PajakRestoran diKota

Padang)”.

1.2. IdentifikasiMasalah

Berdasarkan latarbelakang masalah diatas,maka dapatdi

identifikasisejumlahmasalahsebagaiberikut:

1.Wajibpajakkesulitanmembayarpajakkarenaminimnyapengetahuan

danpemahamanprosedurpajak.
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2.Sanksiyangtidaktegasmenimbulkanketidakpatuhanwajibpajak.

3.Rendahnyapelayananpetugaspajakdalam mengawasiwajibpajakdi

daerah.

4.Adanyarasatakutdantertekandariwajibpajaksaatberkonsultasi

denganpetugaspajakdenganwajibpajakyangminim pengetahuan

pajaknya.

5.Minimnyasosialisasiperpajakandaripemerintahpadasektorkecil

(kelurahan/kecamatan)yangmenyebabkanterbatasnyapengetahuan

masyarakatakanmanfaatpajak.

6.Rendahnyaminatmasyarakatdalam mendaftarkandirisebagaiwajib

pajakdanmelakukankewajibanpajaknyadikarenakantidakpaham

prosedurpajak.

1.3. BatasanMasalah

Berdasarkanlatarbelakang danidentifikasimasalahyang telah

diuraikan maka penelitimembatasimasalah pada penelitian iniyaitu:

“PengaruhSosialisasiPerpajakan,TarifPajakdanSanksiPajakTerhadap

Kemauan MembayarPajakDengan Pemahaman Wajib PajakSebagai

VariabelKontrol(StudiKasusPadaRestorandiKotaPadang)”.

1.4. RumusanMasalah

Berdasarkanlatarbelakangmasalahyangtelahdiuraikandiatas,
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maka penelitian inimenganalisis tentang sosialisasiperpajakan,tarif

pajak dan sanksipajak terhadap kemauan membayarpajak dengan

pemahaman wajib pajak sebagaivariabelkontrolsehingga dalam

penelitianinirumusanmasalahnyasebagaiberikut:

1.Bagaimanasosialisasiperpajakanberpengaruhterhadapkemauan

membayarpajakpadawajibpajakrestorandiKotaPadang?

2.Bagaimanatarifpajakberpengaruhterhadapkemauanmembayar

pajakpadawajibpajakrestorandiKotaPadang?

3.Bagaimansanksipajakberpengaruhterhadapkemauanmembayar

pajakpadawajibpajakrestorandiKotaPadang?

4.Bagaimana pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap

kemauan membayarpajak pada wajib pajak restoran diKota

Padang?

5.Bagaimanasosialisasiperpajakan,tarifpajak,sanksipajakdan

pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan

membayarpajakpadawajibpajakrestorandiKotaPadang?

1.5. TujuandanManfaatPenelitian
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1.5.1.TujuanPenelitian

Berdasarkanrumusanmasalahdiatas,makapenelitianinibertujuan

sebagaiberikut:

1.Untuk mengetahui dan mengestimasi bagaimana sosialisasi

perpajakanberpengaruhterhadapkemauanmembayarpajakpada

wajibpajakrestorandiKotaPadang.

Untuk mengetahuidan mengestimasibagaimana tarif pajak

berpengaruhterhadapkemauanmembayarpajakpadawajibpajak

restorandiKotaPadang.

2.Untuk mengetahuidan mengestimasibagaiman sanksipajak

berpengaruhterhadapkemauanmembayarpajakpadawajibpajak

restorandiKotaPadang.

3.Untuk mengetahuidan mengestimasibagaimana pemahaman

wajibpajakberpengaruhterhadapkemauanmembayarpajakpada

wajibpajakrestorandiKotaPadang.

4.Untuk mengetahui dan mengestimasi bagaimana sosialisasi

perpajakan,tarifpajak,sanksipajakdanpemahamanwajibpajak

berpengaruhterhadapkemauanmembayarpajakpadawajibpajak

restorandiKotaPadang.

1.5.2ManfaatPenelitian
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Berdasarkantujuanpenelitiandiatas,manfaatyangdiharapkan

dalam penelitianiniadalahsebagaiberikut:

1.ManfaatTeoriti

Penelitianinidapatdigunakansebagaipengembanganilmudan

referensijuga sebagaisarana untuk membangkitkan minat,

kreatifitasdandayapemikiranilmiahdalam mengembangkan

ilmupengetahuanyangdiperolehdibangkukuliah.Hasildari

penelitianinidiharapkanmampumemberikanwawasanyang

lebih luas kepada masyarakat terkait dengan sosialiasasi

perpajakan,tarifpajakdansanksipajakkategoripajakrestoran.

Selainitu,penelitianinijugadapatdigunakansebagaireferensi

untukpenelitian-penelitianserupadimasayangakandatang.

2.ManfaatPraktis

a.BagiPengusaharestoran

Membantumemberikaninformasidandiharapkansemakin

sadarakanpentingnyamembayarpajakgunameningkatkan

kontribusiuntukpajakdaerah.

b.BagiPenelitianSelanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah

pengetahuan para pembaca maupun sebagaisalah satu

bahanreferensiataubahanpertimbangandalam penelitian

selanjutnyadansebagaipenambahwacanakeilmuan


